PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN BUFATI BOJONEGORO
NOMOR 48 TAHUN 2013

Salinan

PEDOMAN PENYELESAIAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan jasa konstruksi
agar dapat berjalan secara efektif, efisien, adil dan akuntabel,
maka perlu menetapkan Pedoman Penyelesaian Pekerjaan Jasa
Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daecrah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), scbagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

1S. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua
kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/PMK.05/2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran
Negara Pada Akhir Tahun Anggaran ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2008 Nomor 2);



20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2011 Nomor 10);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lemberan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran
Daecrah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daecrah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);

26. Peraturan Dacrah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Kabupaten Bojonegoro (Lembaga Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 11);

27.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;

28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bojonegoro;



29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Inspcktorat, Badan Perancanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daecrah Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;

30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bojonegoro;

31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2012;

32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Bojonegoro ;

33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN

PEKERJAAN JASA  KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan
oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
Penyedia Jasa Konstruksi adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan pekerjaan jasa konstruksi.

. Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan

dc:-ngun pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lmnnya.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Kontrak Pekcqaan Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia jasa konstruksi.

- Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis

yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional),
dikeluar!wn olech Bank Umum/Perusahaan anawnanlkmmg;.:ng
Asm:ans.x yang diserahkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kepada PPK untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia pekerjaan jasa konstruksi.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD.

b. Pekerjaan jasa konstruksi untuk investasi di lingkungan Badan Usaha
Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan
pada APBD.

BAB 111
KONTRAK

Bagian Kesatu
Masa Kontrak dan Masa Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 3

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak terhitung secjak
tanggal kontrak ditandatangani sampai dengan masa pemeliharaan
berakhir.

(2) Masa Pelaksanaan Pckerjaan adalah waktu yang dihitung sejak
diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan jumlah
hari sesuai yang disepakati dalam kontrak.

(2) Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang pelaksanaan
pekerjaannya mengikat dana anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Pemutusan Kontrak

Pasal 4

(1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :

a. Kebutuhan jasa konstruksi tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya kontrak;

b. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia jasa konstruksi tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan S0 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, akan tetapi Penyedia Jasa Konstruksi tidak
dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penygfiia Jasa Konstruksi lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;

¢. Penyedia Jasa Konstruksi terbukti melakukan KKN, kecurangan
flan/ata.\u pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang berwenang; dan/atau



f. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Jasa

Konstruksi, maka :

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa Konstruksi atau
Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Jasa Konstruksi membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Jasa Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelesaian Pembayaran di Akhir Tahun

Pasal 5

(1) Apabila dalam kontrak tahun tunggal pelaksanaan pekerjaan belum selesai
100% (seratus persen) dan waktu tahun anggaran berjalan telah berakhir,
maka PPK melakukan penelitian untuk memutus kontrak atau memberi
kesempatan kepada penyedia jasa konstruksi tambahan waktu selama 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (seperseribu) per hari dari nilai kontrak atau nilai bagian
kontrak.

(2) Apabila berdasarkan penilaian PPK, penyedia jasa konstruksi bersedia dan
mampu untuk menyelesaikan pekerjaan maka PPK memerintahkan kepada
PPHP untuk melakukan pemeriksaan prestasi pekerjaan.

(SJBerdaurhnpennannpreatanpehmmdanPPHP maka PPK
menghitung besarnya jaminan penyelesaian pekerjaan sebesar sisa prestasi
pekerjaan yang belum diselesaikan ditambah retensi 10% (sepuluh persen)
dan denda 5% (lima persen).

(4) Permintaan pembayaran untuk tagihan pihak ketiga atas kontrak yang
prestasi pekerjaannya belum selesai 100% (seratus persen) harus dilampiri
fotocopy jaminan penyelesaian pekerjaan yang dilegalisasi oleh pihak yang
berwenang.

(5) Jaminan penyelesaian pekerjaan secbagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Masa berlaku jaminan sekurang-kurangnya sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

b. Masa klaim jaminan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah berakhirnya masa berlaku jaminan.

c. Penjamin akan membayar kepada Pemegang Jaminan sejumlah nilai
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan
pencairan dari Penerima Jaminan.

(6) Apabila sampai dengan tambahan waktu selama S50 (lima puluh) hari
kalender, penyedia jasa konstruksi tidak mampu melaksanakan pekerjean,
ke Kas Daerah.



o

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

H.SUYOTO
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Desember 2013
SEERETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.
SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 48.
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